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ABSTRACT 

Background: The city of Balikpapan is one of the big cities which is the gateway 

to East Kalimantan Province and is the main city chosen by the people as a place to 

live. This makes urbanization in Balikpapan City high and has an impact on the 

increasing number of street children in Balikpapan City. The increasing number of 

street children is a problem that needs attention. Because its presence can disturb 

peace and public order in society. Therefore, it is necessary to take disciplinary 

action from the government, namely Satpol PP, to overcome this problem. 

Purpose: The aim is to find out and describe the implementation of controlling 

street children and to find out what obstacles and efforts are made by Civil Service 

Police Units in the City of Balikpapan in carrying out control of street children in 

Balikpapan City, East Kalimantan Province. Methods: The research method used 

is qualitative descriptive using an inductive approach. Data collection techniques 

are through observation, interviews and documentation, by using Retno Widjayanti 

theory which includes; direct control and indirect control. Result: From the 

research results, it can be seen that the control of street children has not been carried 

out optimally due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure, 

quality of human resources, economy and budget limitations. Several efforts have 

been made, such as routine patrol activities 3 times a day in the morning, afternoon 

and even during the day. Then update the reporting or complaint system so that 

information can be obtained quickly and accurately. As well as increasing the 

quality standards for recruiting Civil Service Police Units members and also 

requesting an additional budget for the Balikpapan City Satpol PP. Conclusion: 

The control of street children has not been carried out optimally because there are 

still many street children roaming around carrying out activities on the streets 

caused by internal and external factors. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar yang 

merupakan gerbang pintu masuk ke Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi kota 

utama yang dipilih masyarakat sebagai tempat tinggal. Hal tersebut membuat 

urbanisasi di Kota Balikpapan tinggi dan berdampak pada semakin banyaknya anak 

jalanan yang ada di Kota Balikpapan. Meningkatnya jumlah anak jalanan menjadi 

permasalahan yang perlu diperhatikan. Karena kehadirannya dapat mengganggu 

ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya 

tindakan penertiban dari pemerintah yaitu Satpol PP untuk mengatasi permasalahan 

ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pelaksanaan penertiban anak jalanan serta mengetahui apa saja kendala serta upaya 

yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan dalam melaksanakan penertiban 

anak jalanan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Metode: Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualtitatif dengan menggunakan 

pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan teori dari Retno Widjayanti 

yang meliputi; penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Hasil: Dari hasil 

penelitian dapat diihat penertiban anak jalanan yang dilakukan belum dilakukan 

secara optimal karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan 

prasarana, kualitas SDM, ekonomi, dan keterbatasan anggaran.  Beberapa upaya 

telah dilakukan seperti seperti kegiatan patroli rutin sebanyak 3 kali dalam sehari 

pada waktu pagi, siang dan malah hari. Kemudian memperbarui sistem pelaporan 

atau pengaduan sehingga dapat memperoleh informasi secara cepat tepat dan 

akurat. Serta meningkatkan standar kualitas mutu perekrutan anggota Satpol PP dan 

juga permintaan penambahan anggaran bagi Satpol PP Kota Balikpapan. 

Kesimpulan: Penertiban anak jalanan yang dilakukan belum dilakukan secara 

maksimal karena masih banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran untuk 

melakukan aktivitas di jalanan yang disebabkan faktor internal dan eksternal. 

Kata Kunci: Satpol PP, Penertiban, Anak Jalanan 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini pertambahan penduduk menjadi semakin meningkat pesat diimbangi 

dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Peningkatan jumlah 

penduduk akan menuntut berbagai macam kebutuhan lahan pemukiman, lapangan 

pekerjaan, dan kebutuhan lainya mulai dari kebutuhan sekunder hingga kebutuhan 

tersier. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut memunculkan beberapa masalah sosial 

seperti kasus kriminalitas, pengangguran, anak jalanan, dan sebagainya. Hal ini 

merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya 

berada di jalanan pada berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, 

terminal, stasiun, traffic light, pusat pertokoan, dan sebagainya. Kejadian tersebut 

sering terjadi diwilayah perkotaan dikarenakan beberapa faktor seperti perpindahan 

penduduk dari desa ke kota untuk memperoleh pekerjaan yang layak.  
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Salah satu daerah yang mengalami permasalahan tersebut adalah Kota Balikpapan. 

Balikpapan saat ini menjadi salah satu kota besar yang menjadi gerbang masuk di 

Provinsi Kalimantan Timur dan juga kota utama bagi masyarakat dalam memilih 

tempat tinggal. Akibat tidak memiliki keahlian yang memadai mereka tidak 

mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga berimbas terhadap keluarga terutama 

anak. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebabakan 

permasalahan sosial yang semakin meluas di Kota Balikpapan, contoh yang banyak 

terjadi di Kota Balikpapan adalah kasus anak jalanan.  

Kehadiran anak jalanan di Kota Balikpapan merupakan sesuatu yang sangat 

dilematis. Faktor ekonomi, tidak meratanya pendidikan serta urbanisasi yang 

mendorong kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan anak jalanan 

bermunculan. Beberapa anak jalanan terlihat berada dipersimpangan jalan lampu 

merah dengan menjadi manusia silver ataupun menawarkan jasa dan barang yang 

dijual dengan menghampiri pengguna jalan baik roda dua ataupun roda empat. 

Selain itu anak jalanan yang berada di trotoar jalan juga dapat menjadi masalah baru 

ketika mereka melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum 

seperti mengemis, berjualan. Karena hal tersebut beberapa titik tempat terlihat 

kumuh dan kotor ketika banyaknya anak jalanan. Sampah makanan, dan barang-

barang yang seharusnya tidak berada ditempatnya mengganggu keindahan fasilitas 

publik sehingga perlu dilakukan upaya penertiban.  

Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintah Kota Balikpapan telah 

mengeluarkan  Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penertibaan 

Terhadap Anak Jalanan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka tujuan dari 

peraturan daerah ini adalah untuk melindungi, menciptakan ketertiban dan 

ketentraman masyarakat dengan melindungi kepastian hukum masyarakat, menjaga 

hak asasi manusia, menciptakan ketertiban dan kehidupan yang bermartabat, serta 

menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara mereka terhadap kepentingan 

pribadi dan masyarakat. Semua pihak bertanggung jawab dan ikut andil dalam 

pemerataan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. 

1.2. Kesenjangan Masalah 

Kegiatan penertiban yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan permasalahan 

masih banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran serta tidak adanya tindak 

lanjut setelah anak jalanan ditertibkan agar menjadi perhatian khusus sehingga 

mereka dapat hidup dan mencari nafkah, dengan tetap mengutamakan hak asasi 

manusia, dan untuk mencegah mereka memperluas kegiatan dan usahanya turun 

kembali ke jalan demi ketertiban umum.  

1.3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan uraian gambaran, perbedaan dan perbandingan 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan untuk 

membuktikan orisinalitas suatu penelitian. Pada penelitian Diyah Puspita Wijayanti 

dan Eny Kusdarini yang tentang Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang 

Terlantar dan Anak Jalanan Bagian Dari Upaya Satpol PP Kabupaten Klaten (Diyah 

Puspita Wijayanti dan Eny Kusdarini Tahun 2022) Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan upaya penanggulangan pgot dan anjal, hambatan penanggulangan 

pgot dan anjal, serta upaya mengatasi hambatan penanggulangan pgot dan anjal. 
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Kemudian penelitian oleh Heni Ristiawan yang berjudul Peranan Polisi Pamong 

Praja dalam Penertiban Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Heni Ristiawan Tahun 2022) Penelitian ini bertujuan untuk mendalami 

peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis jalanan di 

Kabupaten Sleman. Jenis penelitian dilakukan dengan model kualitatif. Fokus 

penelitian peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis jalanan 

di Kabupaten Sleman yaitu melakukan kegiatan razia, memberikan sanksi dan 

pembinaan, faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya penelitian oleh Andi 

Arman Akbar tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban 

Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda (Andi Arman Akbar Tahun 2020) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peranan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda. Jenis penelitian 

dilakukan dengan model kualitatif. Fokus penelitian peranan Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda yaitu 

melakukan razia, memberikan sanksi, pembinaan, faktor pendukung dan 

penghambat. Penelitian Yosua Dwiandaruadi yang berjudul Peran Satpol PP dalam 

Penertiban Anak Jalanan di Kabupaten Bondowoso (Yosua Dwiandaruadi,2022), 

menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2), yang mengatur tentang Ketertiban Umum 

Dan Ketentraman Masyarakat memiliki peran penting. Peranan Satpol-PP dalam 

penertiban terhadap anak jalanan dapat dijelaskan melalui beberapa variabel pada 

teori peran dan penegakan oleh Soekanto. Penelitian Bayu Aspani dan 

Rizayusmanda yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan 

Pengemis (Bayu Aspani dan Rizayusmanda,2020), bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 

ini sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. 

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah  

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian 

terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban anak jalanan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, metodenya yang digunakan 

menggunakan kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni 

menggunakan pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori penertiban yang 

terdiri dari dua dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. 

1.5. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 

penertibaan anak jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan, 

kemudian untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat penertibaan anak 

jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan, serta apa saja upaya 

yang telah dilakukan dalam melakukan penertiban terhadap anak jalalan sehingga 

dapat mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. 
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II. METODE 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitiatif. 

Penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa gambaran, analisa, dan keadaan yang diamati oleh peneliti 

baik secara tertulis atau lisan dari subjek yang sedang diamati. Pemecahan masalah 

dalam metode ini dilakukan dengan memberikan gambaran kondisi suatu subjek 

dalam penelitian berupa individu, kelompok masyarakat, lembaga atau kejadian 

berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di lapangan. Penelitian yang menggunakan 

metode deskriptif kualitatif memliki tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan 

situasi, kondisi, atau fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian secara faktual (Bungin, 2011). Metode penelitian kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan induktif memiliki kemampuan untuk membantu 

peneliti dalam menganalisis dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. 

Penggunaan metode kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan data 

dan fakta yang akurat dari lokasi yang menjadi fokus penelitian, serta 

mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian tersebut. 

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara terhadap 16 

informan yang terdiri dari Kastpol PP, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat, anggota Satpol PP serta anak jalanan dan masyarakat.  Adapun 

Analisisnya menggunakan pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori 

penertiban. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis oleh Miles 

dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Penertiban Langsung 

1. Aturan Hukum Yang Meregulasi 

Aturan hukum yang meregulasi terkait permasalahan ketertiban umum di Kota 

Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Jika dilihat pada Peraturan Daerah 

Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

pasal 23 huruf (a) berbunyi; Mengemis dan menggelandang; Bekerja untuk uang 

atas kehendaknya sendiri dan/atau atas perintah, fasilitasi, bujukan, atau paksaan 

orang lain di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; Kecuali disetujui 

oleh Walikota atau Dinas Sosial, meminta hadiah atau mengumpulkan dana; 

Menyumbangkan uang untuk gelandangan, pengemis, pemain jalanan, dan anak-

anak tunawisma di persimpangan dan bangunan umum. Peneliti menyimpulkan 

bahwa aktivitas anak jalanan telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota 

Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 dan telah melarang aktivitasnya dalam 

berkeliaran ditempat-tempat umum yang dilarang sesuai yang dijelaskan dalam 

Peraturan Daerah tersebut. 

2. Pencapaian Tujuan 

Dalam usahanya untuk mencapai visi Kota Balikpapan yang bersih, menarik, aman, 

dan nyaman bagi semua penduduknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Balikpapan telah aktif melakukan langkah-langkah untuk menertibkan anak 
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jalanan. Upaya ini membutuhkan dukungan tidak hanya dari pihak internal 

organisasi, tetapi juga dari berbagai pihak eksternal. 

Penetapan tujuan dapat memberikan kemampuan untuk menentukan arah 

organisasi menuju target yang ingin dicapai serta berguna untuk menjaga motivasi 

dari tim. Ditetapkannya suatu tujuan tidak terlepas dari pentingnya mengukur suatu 

keberhasilan. Pencapaian tujuan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna mengukur keberhasilan suatu 

organisasi. 

3. Standar Operasional Prosedur Penertiban Anak Jalanan 

Standar Operasional Prosedur atau yang biasa disingkat SOP merupakan cara 

bagaimana pelaksanaan dan mekanisme penertiban dilaksanakan yang 

dimaksudkan untuk mengatur, membersihkan dan memfasilitasi tugas dengan 

proses yang berurutan sehingga hasil kerja yang didapatkan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

4. Pelaksanaan Dan Mekanisme Penertiban Anak Jalanan 

Pelaksanaan dan mekanisme penertiban adalah cara bagaimana penertiban 

dilakukan, dan bagaimana pelaksanaan penertiban yang dilakukan untuk keadaan 

yang tertib. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan telah melakukan berbagai 

upaya dalam kegiatan penertiban terhadap anak jalanan. Ini dilakukan berdasarkan 

hasil patroli yang dilakukan tiga kali sehari, di pagi, siang, dan malam hari, serta 

berdasarkan laporan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas anak 

jalanan. Proses penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif terhadap para 

pelaku untuk menciptakan lingkungan yang kondusif tanpa memaksa, dan untuk 

meminimalkan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP). Setelah 

penertiban dilakukan, anak jalanan yang berhasil ditangkap atau ditertibkan oleh 

Satpol PP Kota Balikpapan akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Balikpapan 

untuk didata dan kemungkinan dipulangkan ke daerah asal mereka atau untuk 

diberikan bantuan pembinaan lebih lanjut. 

5. Fasilitas Pendukung 

Fasiitas pendukung merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

mendukung jalanya pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Balikpapan. Jika kondisi sarana dan prasana kurang baik maka akan berdampak 

terhadap kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Kota Balikpapan. 

Tabel 3.1 

Kondisi Sarana Kendaraan Operasional 

No. Jenis Kendaraan Jumlah Kondisi Keterangan 

1 Sepeda Motor 33 Baik Perlu Penambahan 

2 Mobil; 
   

 a. Kendaraan Jabatan roda 4 5 Baik Perlu Perbaikan 
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b. Kendaraan operasional 

roda 4 
5 Baik Perlu Penambahan 

 c. Kendaraan double cabin. 2 Baik Perlu Penambahan 

 
d. Kendaraan model off 

road/jeep 
2 Baik Perlu Penambahan 

3 Truck    

 a. Pick Up 10 Baik Perlu Penambahan 

 b. Dump Truck 2 Baik Perlu Penambahan 

Sumber : Renstra Satpol PP Kota Balikpapan (2021-2026) 

Berdasarakan tabel diatas sarana dan prasarana bisa dikatakan kurang maksimal dan 

perlu adanya penambahan agar fasilitas pendukung ini dapat digunakan untuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. 

3.2. Penertiban Tidak Langsung 

1. Koordinasi Dengan SKPD Terkait  

Pelaksanaan penertiban terhadap anak jalanan dilakukan oleh Satpol PP Kota 

Balikpapan dengan bekerjasama dengan SKPD terkait. Dalam hal ini, Satpol PP 

bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan. Permasalahan anak jalanan 

bukan hanya sebatas menghilangkan atau mengurangi angka anak jalanan, akan 

tetapi meliputi bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti 

kesehatan, pendidikan, dan juga hukum. Pemenuhan kebutuhuan tersebut 

diselenggarakan secara bersama-sama oleh SKPD terkait seperti Dinas Sosial, 

Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. 

2. Sanksi 

Pemberian sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baikpapan 

dapat berupa sanksi sosial, sanksi jera, sampai sanksi administratif. Sanksi yang 

diberikan terhadap anak jalanan yang terjaring berbeda-beda, salah satunya seperti 

sanksi efek jera kami berikan kegiatan fisik serta kami tahan di kantor Satpol PP 

Kota Balikpapan selama 12 jam. Selain itu juga ada anak jalanan yang menjadi 

badut selain kami berikan sanksi efek jera kami juga menyita pakaian badut yang 

digunakan saat dijalanan, berbeda lagi jika kami menemukan anak jalanan yang 

berulang kali terjaring bisa kami berikan sanski administratif pemberian surat 

sanksi dan pemanggilan orang tua kemudian di tindak lanjuti serta dibina oleh 

Dinas Sosial. 

3.3. Faktor Penghambat Penertiban Anak Jalanan 

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung yang menunjang anggota 

Satpol PP Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya. Masih banyak sarana 

dan prasarana yang kurang dan rusak, perlunya pengadaan dan juga perbaikan. 

Selain itu juga kantor Satpol PP yang belum memadai untuk menampung seluruh 

anggota Satpol PP Kota Balikpapan.   
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2. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hal yang penting agar pelaksanaan  tugas 

dan fungsi dapat berjalan optimal, tetapi kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia 

yang memadai di Satpol PP Kota Balikpapan menjadi faktor yang berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Satpol PP Kota Balikpapan. 

Dapat dilihat dari latar pendidikan yang belum sesuai dengan bidang dan tugas yang 

dikerjakan serta belum adanya standar kualitas mutu pada saat proses perekrutan. 

3. Ekonomi 

Banyaknya pendatang ke Kota Balikpapan yang ingin mencari pekerjaan tetapi 

karena kurangnya keterampilan menyebabkan banyaknya pengangguran di Kota 

Balikpapan sehingga orang-orang ini mencari cara lain demi memenuhi kebutuhan 

ekonomi. Selain itu bagi yang telah berkeluarga mereka berani mengorbankan masa 

depan anaknya demi memperbaiki permasalahan ekonominya. Dimana hal ini 

membuat orang tua mempekerjakan anak-anaknya di jalalanan atau di faslitas 

umum untuk mencari uang. 

4. Keterbatasan Anggaran 

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Satpol PP Kota balikpapan yang dikarenakan 

anggaran pada setiap OPD terbatas sehingga pelaksanaan penertiban anak jalanan 

menjadi terhambat. Satpol PP Kota Balikpapan juga harus mencari cara lain dengan 

membagi dana yang tersedia secara bijak agar program kegiatan prioritas yang telah 

direncanakan dapat terealisasi serta pencapaian tujuan dapat diwujudkan. 

3.4. Upaya Yang Dilakukakan Dalam Penertiban Anak Jalanan 

Beberapa upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Balikpapan yaitu melakukan yang 

namamnya patroli di 3 waktu rutin disetiap harinya seperti jam 8 pagi, jam 2 siang, 

dan jam 10 malam. Agar dapat menelurusi tempat-tempat yang sekiranya akan 

ramai disinggahi oleh anak jalanan. Kemudian memperbarui system 

pelaporan/aduan masyarakat terkait pengemis anak jalanan dan gelandangan agar 

masyarakat bisa memberikan informasi akurat serta Satuan Polisi Pamong Praja 

bisa dengan cepat menanggapi laporan tersebut. Meningkatkan Mutu Kerja dan 

Kualitas SDM bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan agar 

menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan anak jalanan untuk dijadikan 

tempat pungli karena sangat rawan apabila di biarkan. Selain itu permintaan 

penambahan anggaran untuk Satpol PP Kota Balikpapan agar sarana dan prasarana 

dapat difaslitiasi dengan baik sehingga dapat menccapai tujuan yang diinginkan. 

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian 

Penertiban anak jalanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Balikpapan masih belum berjalan secara optimal, masih ditemukan anak jalanan 

yang melakukan aktivitas di fasilitas umum. Meskipun terdapat beberapa kendala 

yang menghambat pelaksanaan penertiban ini namun peneliti melihat sejauh ini 

hambatan tersebut sudah diperbaiki dengan melakukan upaya-upaya program 

Satgas Khusus Anak Jalan demi menurunkan penyebaran anak jalanan yang ada di 

Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaannya diharapkan juga partisipasi dan juga 

hubungan dengan seluruh komponen dan organisasi baik OPD maupun Masyarakat 
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dalam mengurangi anak jalanan tersebut dengan melaporkan kepada Satpol PP 

Kota Balikpapan serta OPD terkait seperti Dinas Sosial membantu membina anak 

jalanan tersebut agar tidak Kembali lagi turun ke jalanan. Dengan adanya program 

penertiban ini diharapkan kondisi lingkungan Kota Balikpapan dapat bersih, indah, 

aman dan nyaman serta terjaganya ketertiban umum menjadi Kota yang layak huni. 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasi penelitian mengenai penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dapat ditarik kesimpulan bahwa penertiban 

anak jalanan yang dilakukan belum dilakukan secara maksimal karena masih 

banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran untuk melakukan aktivitas di 

jalanan. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penertiban anak jalanan di 

Kota Balikpapan yaitu ; kurangnya sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya 

Manusia, Faktor ekonomi keterbatasan anggaran yang dimiliki Satpol PP Kota 

Balikpapan. Selain itu juga beberapa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota 

Balikpapan dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang terjadi 

dalam penertiban anak jalanan. Dengan melaksanakan beberapa program seperti 

kegiatan patroli rutin sebanyak 3 kali dalam sehari pada waktu pagi, siang dan 

malah hari. Kemudian memperbarui sistem pelaporan atau pengaduan sehingga 

dapat memperoleh informasi secara cepat tepat dan akurat. Serta meningkatkan 

standar kualitas mutu perekrutan anggota Satpol PP dan juga permintaan 

penambahan anggaran bagi Satpol PP Kota Balikpapan.  

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiiki keterbatasan seperti terbatasnya 

waktu dan juga biaya, sehingga belum bisa mencakup seluruh tempat dalam 

penelitian. 

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan 

penelitian, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya akan ada penelitian 

lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban anak jalanan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan untuk selanjutnya menemukan 

hasil yang lebih mendalam. 

V. UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih banyak diucapkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Balikpapan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan 

waktunya bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang 

membantu selama pelaksanaan penelitian. 
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